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PUTUSAN
Nomor 2643/Pdt.G/2024/PA.Krw

NG D
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXX, NIK 3XXXXXXXXXXX0, Tempat/Tgl Lahir
Karawang, XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
kewarganegaraan WNI, tempat kediaman di Dusun
XXXXXXXXXXRT.001 RW.001 Desa XXXXXXXXXX Wetan
Kecamatan XXXXXXXXXX Wetan Kabupaten Karawang,
Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep
Sunara, S.H., M.Kn., Fazar Sobirin, S.H., M.H., dan Feisal
Hidayat, S.H., M.H. semuanya berkewarganegaraan WNI,
pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor A&F LAW
OFFICE, beralamat di Jl.Pangrango Dusun Sauyunan IV
RT.02 RW.04 Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan
Karawang Barat, Kabupaten Karawang 41315, dengan
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
asepsunara27@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 31 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Krajan
RT.001 RW.001, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX Wetan,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
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Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di

muka persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang
dibawah Nomor 2643/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 05 Agustus 2024, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan
Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal XXXXXXXX2, dan
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Wetan,
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 21 Mei 2012 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Penggugat yang sesuai dengan
alamat Penggugat tersebut diatas, telah berhubungan badan dan belum
dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013, kondisi kehidupan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang
disebabkan :
3.1 Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,
karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat ;
4, Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada pertengahan tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah
tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat, kemudian antara Penggugat
dengan Tergugat bercerai secara dibawah tangan, setelah itu Tergugat
pulang kerumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal
dirumah orangtua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat sudah tidak pernah
memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang ;
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5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat
merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal 10(sepuluh) tahun lamanya, dan saudara Penggugat dengan
Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi
tidak berhasil, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan
Tergugat, keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah
bulat dan Penggugat sudah tidak mau berumahtangga lagi dengan
Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b,
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Juncto Pasal 116 huruf b, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka cerai
gugat Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan
mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam
ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk
membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (XXXXXXXXXX
alias  XXXXXXXXXX)  terhadap Penggugat  (XXXXXXXXXXbin
XOXOXXXXXXX);

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
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Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon

putusan yang seadil adilnya

Bahwa, Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya ASEP
SUNARA, S.H., M.Kn.& Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31
Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang
dengan Nomor 2189/KS/VII1/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan
didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan
resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 06 Agustus
2024 dan 15 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu
disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik
secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat
membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk
dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah
menikah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 21 Mei 2012,
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Wetan, Kabupaten
Karawang, Provinsi Jawa Barat, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai
cukup;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi
yaitu :

1. XXXXXXXXX XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX RT.04 RW.02
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Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Karawang,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak pertengahan 2013
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada
Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan ;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi
berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014
yang lalu sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah
tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali

Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXX XXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXRT.03 RW.01 Desa
XXXXXXXXXX  Wetan Kecamatan XXXXXXXXXX Wetan Kabupaten

Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak pertengahan 2013
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada
Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan ;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi
berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014
yang lalu sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah
tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada kuasa
hukumnya ASEP SUNARA, S.H., M.Kn.& Rekan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 31 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal
dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan
tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya
dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun
melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah
memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan
hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan
gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak pertengahan 2013

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi
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perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada pertengahan
2014 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah
tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah
kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan
sehingga sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal,

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri,
pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur pasal
171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan
saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga
saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memiliki pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan
dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sabh;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis;

- Bahwa sejak pertengahan 2013 keadaan rumah tangganya tersebut
sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah
kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan;

- Bahwa sejak pertengahan 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus
dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak
pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha
menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat
merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat
terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina
rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung
sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa
apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)
PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada
perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal
terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsagan
gholidzon vide Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur
dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah
pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi
penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,

yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa
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perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan
dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah
tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan
menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian
dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam
kitab Al-Muhadzab juz Il halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

aillo iolall lgale 5l lgzo ) a2 )1 &t sl 13

Artinya: “Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka
Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak
satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX alias
XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp245.000,00 ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami H. Asis,
S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Muhammad Siddik,
S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para
Hakim Anggota dan Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Asis, S.H.l.,,M.H

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Nurhayati Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti
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Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00
4. Biaya meterai _Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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